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THE ANALYSIS OF LOCAL REVENUE & EXPENDITURE
MANAGEMENT OF BENGKULU MUNICIPALITY
ABSTRACT

By

Eni Yuliarti ) and Dr. Fachruzzaman Hi Hanafi SE,MDM.AKk ?)

The study was counducted on one of the local government in the province of
Bengkulu. The purpose of this study is to investigate and analyze the Bengkulu
municipality management of revenue and expenditure budget performance during the
period of 2007-2010 of Bengkulu city.

The date used are secondary data obtained from official documents and oyher
source of coherent time data (time series) of the accountability report ofhead of the
municipality of Bengkulu year 2007-2010 from which data are obtained at the Bengkulu
city planning board (BAPPEDA). The method used to analyze this research is
qualitative analysis deskritive. It is used explaining linkage usually listed in the form of
tables and analyzing are based on data.

The results show that the performance of revenue local has not been because the
local revenue of Bengkulu municipality is still very low on average 11%lyear.
Meanwhile, performance of government expenditure showed unfavorable result where
total government spending/year are mostly allocated to direct spending. It show that a
larger share of total spending is allocated that are not directly related to the
implementation of development program and activities.
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ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

RINGKASAN

Penelitian dilakukan pada salah satu pemerintah daerah yang ada di Provinsi
Bengkulu yaitu Pemerintah Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan Kinerja
anggaran belanja pemerintah Kota Bengkulu selama periode 2007-2010.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi serta sumber- sumber lainnya berupa data runtut waktu (time series)
yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Pemerintah
Kota Bengkulu Tahun 2007-2010 yang datanya diperoleh pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) kota di pemerintah Kota Bengkulu. Metode yang
digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan pendekatan
kualitatif yaitu analisis deskritif, dimana analisis deskritif merupakan analisis dengan
merinci dan menjelaskan secara panjang lebar keterkaitan data penelitian yang biasanya
tercantum dalam bentuk tabel dan analisis didasarkan pada data di tabel tersebut.

Dari hasil pengolahan data yang diperoleh dalam penelitian dapat diketahui
bahwa Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota
Bengkulu, apabila dilihat pada kinerja pengelolaan pendapatan dan kinerja belanjanya
menunjukan hasil yang belum begitu baik dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pemerintah Kota Bengkulu masih sangat rendah rata-rata setiap tahunnya yaitu sebesar
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11%. Sedangkan apabila dilihat pada kinerja belanja pemerintah Kota Bengkulu
menunjukan hasil yang kurang baik, dimana dari total belanja pemerintah Kota
Bengkulu setiap tahunnya banyak dialokasiakan pada belanja langsung. Hal tersebut
menunjukan bahwa dari total belanja lebih besar di alokasikan untuk belanja yang tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan
keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber
daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.
Tujuan Otonomi Daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan
kualitas publik agar lebih efisien dan respontatif terhadap kebutuhan, potensi maupun
karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang
beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluas pada semua
aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi
wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah
Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi,
efisenss dan efektivitas (value for money) untuk meningkatkan kesegahteraan
masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pada
hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah
serta tugas pokok dan fungsi unit kerja disusun dalam struktur yang berorientasi pada
pencapaian tingkat kinerja tertentu Artinya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya
pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas- tugas dan fungsi pokok
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sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan ril dimasyarakat untuk suatu
tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai
berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan
masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP Nomor 58
Tahun 2005).

Dalam pelaksanaan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah
sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilannya suatu pemerintah di era
otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja ini memberikan gambaran
yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali
potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada
kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan
daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan,
anggaran belanja dan pembiayaan. Pelaksanaan pada belanja daerah menjadi titik
perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan
tepat sasaran. Selanjutnya untuk pelaksanaan ekonomi daerah yang baik, transparan dan
tepat sasaran pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengel olaan K euangan Daerah.

Kota Bengkulu merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Bengkulu
memiliki banyak potensi unggulan daerah yang dapat digali untuk dijadikan sumber
pendapatan daerah. Potensi unggulan daerah Kota Bengkulu yaitu Pariwisata, jenis
usaha tradisioanal, kelautan dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu
digerakan oleh 2 (dua) sektor yaitu sektor perdagangan dan sektor jasa pemerintahan

umum. Dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu peranan sektor perdagangan yang
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sangat dominan adalah Hotel dan Restoran. Ha ini terlihat dari relatif besarnya
kontribusi sektor perdagangan untuk hotel dan restoran dalam Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan dengan
sektor-sektor lainnya. Sektor ini menempatkan urutan teratas dalam struktur
perekonomian Kota Bengkulu. Data dalam ”"Bengkulu Dalam angka 2010”
memperlihatkan bahwa nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 2008 sebesar 1.431,24 Miliar Rupiah dan
tahun 2009 sebesar 1.532 Miliar Rupiah, sedangkan kontribusinya dalam Produk
Domestik Regiona Bruto (PDRB) Kota Bengkulu sebesar 36,91% untuk tahun 2008
dan 36,69% untuk tahun 2009. Penyumbang terbesar adalah sektor perdagangan. Hotel
dan Restoran adalah Sub Sektor perdagangan besar dan eceran, nilai mominal Produk
Domestik Regiona Bruto (PDRB) Sub Sektor ini pada tahun 2008 mencapa sebesar
35,23% dan tahun 2009 mencapai 35% dari hasil total Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) keseluruhan. Sedangkan untuk sektor jasa pemerintahan umum Nilai Nominal
Pada tahun 2008 yang disumbangkan Sektor Jasa Pemerintahan Umum dalam Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bengkulu mencapai 537,63 Miliar Rupiah dan
tahun 2009 sektor ini mencapai 610 Milyar Rupiah. Secara persentase konstribusi sektor
Jasa Pemerintahan Umum dalam sektor jasa-jasa adalah sebesar 13,87% untuk tahun
2008 dalam 14,62% untuk tahun 2009. (Bengkulu Dalam Angka 2010).

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian bahwa
Pendapatan Adli Daerah (PAD) Kota Bengkulu yang berasal dari potensi unggulan
daerah, hasil dari sektor perdagangan dan sektor jasa pemerintahan umum mampu
memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akan tetapi sampa dengan saat ini lgu roda pemerintahan Kota Bengkulu masih
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bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan pada kenyataannya
sumber penerimaan atau pendapatan terbesar di pemerintah Kota Bengkulu adalah Dana
Perimbangan dari pemerintah pusat di karenakan Pendapatan Adli Daerah (PAD) Kota
Bengkulu masih sangat kecil.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Pemerintah Kota Bengkulu “

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka permasaahan yang
diangkat dalam pendlitian ini adadah bagaimana kinerja pengelolaan anggaran

pendapatan dan kinerja anggaran belanja K ota Bengkulu selama periode 2007-2010?

1.3 Tujuan Penélitian
Adapun tujuan dari pendlitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan kinerja anggaran belanja Kota Bengkulu

selama periode 2007-2010.

1.4 Manfaat Pendlitian

1) Bagi pemerintahan, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan,
sebagali bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2) Bagi ilmu pengetahuan, diharapakan dapat menjadi bahan referensi khusunya bagi
peneliti selanjutnya yang berminat mengadakan penelitian terhadap masalah yang

Sama.



1.5 Ruang Lingkup Pendlitian

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan analisis yang
dilakukan lebih terarah maka penelitian ini hanya membahas mengena kinerja
pengelolaan anggaran pendapatan dan kinerja pengelolaan belanja. Dimana untuk
mengetahui dan menganalisis kinerja pendapatan akan melakukan penelitian tentang
analisis varians pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, analisis rasio keuangan
dan apabila untuk menganalisis kinerja pengelolaan belanja akan dilakukan penelitian
tentang andisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian

belanja dan andlisis efisiensi belanja.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Daam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan
dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut
Nataludin (2001) keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali
sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup
memadai dalam membiayali pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan
pelayanan sosial masyarakat. Menurut Mamesa dalam Halim (2004:18), keuangan
daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai
dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat
dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesual peraturan
perundangan yang berlaku”.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005,” Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangaka penyel enggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban tersebut”. Hak dan kewagjiban daerah tersebut perlu dikelola dalam
suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan
subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok
dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

Menurut Halim (2004:20), ”Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan
daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk

daam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang
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inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)".

Menurut peneliti menyimpulkan bahwa Keuangan Daerah adalah “semua hak dan
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan
barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban”

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 tahun 2005, ” Pengel olaan Keuangan
Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pefatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah”. Pengelolaan
keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana
kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam
pengel olaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran
sektor publik. Pada Permendagri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun anggaran 2010 menyatakan bahwa “APBD harus disusun dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut : (a)
partisipasi masyarakat, (b) pola pembangunan berkelanjutan, (c) pengarusutamaan
gender, (d) tata pengelolaan yang baik, (€) pengurangan kesenjangan antarwilayah, (f)
percepatan pembangunan daerah tertinggal, (g) desentralisasi dan otonomi daerah, serta
(h) padat karya. Dengan adanya reformasi keuangan daerah terjadi perubahan
mendasar pengelolaan keuangan daerah/anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari
Traditional Budgeting ke Performace Budgeting, sebagaimana yang dikemukakan oleh

Y uwono dkk, (2005:63-64):



Aspek utama Budgeting Reform adalah perubahan dari Traditional Budgeting
ke Performace Budgeting. Traditional Budgeting didominasi oleh penyusunan
anggaran yang bersifat Line=Item dan Incremental, proses penyusunan
anggaran hanya mendasarkan pada besarnya realisas anggaran tahun
sebelumnya. Performance Budgeting pada dasarnya adalah sistem penyusunan
dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientass pada pencapaian hasil
kinerja. Kinerjatersebut harus mencerminkan efesiensi dan efektivitas pelayanan

pubik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.
Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakaan semua
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari perencanaan sampa dengan

pertanggungjawaban dan pengawasan untuk menjalankan semua urusan pemerintahan.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.21 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mendefinisikan "APBD adalah
rencana keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk
jangka waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Rencana
keuangan ini meliputi pendapatan dan pembiayaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 “ APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun
tertentu”. Jadi dapat dismpulkan APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. APBD menyajikan informasi rencana keuangan pemerintah daerah
dalam satu periode tertentu. Sedangkan menurut Bastian (2006:189),“ APBD merupakan

rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan
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berorientasi pada tujuan kesegjahteraan publik”. Peneliti menyimpulkan bahwa APBD
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 APBD mempunyai fungs yaitu : (a)
fungsi otorisasi, (b) fungsi perencanaan, (c) fungsi pengawasan, (d) fungsi alokasi, (d)

fungsi distribusi, (€) fungsi stabilisasi.



SIKLUSPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENATA USAHAAN PERTANGGUNG PEMERIKSAAN
JAWABAN
PENATA USAHAAN
RPIMD RANCANGAN DPA - SKPD >  PENDAPATAN
Bendahara  Penerimaan DISUSUN SESUAI SAP
l ¢ T wajib menyetor
penerimaannya ke Rek. ]
RKPD VERIVIKASI Kas  Umum  Daerah 7y
selambat-lambatnya 1 hari
kerja
DPA - SKPD PENATA USAHAAN
KUA p| PPAS BELANJA
¢ « Penertiban SPM - UP
| e SPM - GU SPM — TU
¥ dan S — LS ole | FEMERINTAH DAERAN LAPORAN
PELAKSANAAN APBD
NOTA KESEPAKATAN Kepala SKPD s LRA KEUANGAN
e Penerbitan SP2D oleh DIPERIKSA OLEH
PPKD —p ¢ Neraca >
¢ | PENDAPATAN l e Laporan Arus Kas BPK
CALK
PEDOMAN PENYUSUNAN PENATA USAHAAN :
RKA - SKPD BELANJA > PEMBIAYAAN —
Dilakukan oleh PPKD
¢ | PEMBIAYAAN I
RKA - SKPD KEKAYAAN DAN
l ¢ KEWAJIBAN DAERAH v
o KasUmum
LAPORAN REALISASI * Piutang RAPERDA
RAPBD SEMESTER PERTAMA o Investas ] PERTANGGUNG
¢ e Baang JAWABAN APBD
l e DanaCadangan
APBD PERUBAHAN APBD » Hutang
AKUNTANSI

KEUANGAN DAERAH

Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Gambar :2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
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2.2.2 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan
kebijakan, kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan
keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat kruasi bagi
kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan.
Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan
anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap
penilaian dan evaluas sering diabaikan. Kondisi ini lah yang nampaknya secara praktis
sering terjadi ( Bastian, 2006 :188).

Menurut Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, skema alur proses dan jadwal

penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

Juni Oktober November
PPAS (Prioritas
»  Plafon Anggaran » APBD
DPRD Sementara)

A

PEMDA

Kebijakan Umum
(KU) APBD RAPBD

A 4
RKA-SKPD

A

SKPD

Sumber : Undang-undang Nomor 17 tahun 2003
Gambar 2.2 Alur Prosesdan Jadwal Penyusunan APBD

Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan

Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya
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sgjadan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD
kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD
membahas kebijakan umum APBD yang digukan oleh Pemerintah Daerah dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun Anggaran berikutnya. Berdasarkan Kebijakan
Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD
membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD, strategi dan plafon sementara yang telah
ditetapkan pemerintah dan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang
dicapai. Rencana dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun
berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran
disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang
sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran selanjutnya disampaikan kepada DPRD
untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana
kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai
bahan penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkutnya. UU
Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur proses penyusunan dan pembahasan RKA-
SKPD. UU Nomor Tahun 17 Tahun 2003 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
dengan Peraturan Daerah.

Setelah dokumen Rencana Perda mengenai APBD tersusun, Pemerintah Daerah

mengajukan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan
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dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Berdasarkan Pasal 186 UU
Nomor 32 Tahun 2004, rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah
disetujui bersama dan rancangan Perturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD
sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung
sgjak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan
unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak
menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk
membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat mel aksanakan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Proses Penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan dokumen Proiritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan sebuah
Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, KDH
memnyampaikan Surat Edaran yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang
kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD-SKPD dengan melakukan penyusunan RKA-
SKPD. PPKD melakukan kompilass RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk
dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum digjukan dalam
proses Evaluasi. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika

Mendagri/Gubernur menyatakan bahwa Perda APBD tidak bertentangan dengan
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kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam kasus tertentu
dimana DPRD tidak mengambil keputusan bersama, KDH dapat menyusun Peraturan
KDH tentang APBD.

a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun
menyusun rancangan kebijakan umum APBD, kebijakan umum APBD yang disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pendanaannya serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (Satu) tahun. Formulasi
kebijakan anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran yang akan
dicapai ditahun mendatang dan sekaligus juga, harus menjadi acuan bagi proses
pertanggung jawaban kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. Laporan
pertanggung jawaban itu biasa disebut dengan LKPJ, sedangkan pada pelaksanaan
operasiona bersifat teknis, proses ini diserahkan pede pemerintah daerah. Penyusunan
kebijakan umum APBD termasuk formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan
dalam perenanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan
dengan analisis fiskal, sementara perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan
pada alokas sumber daya pada pemerintah daerah. Berdasarkan pendekatan kinerja,
APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun
anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah
daerah bersama-sama DPRD menyusun KUA yang memuat petujuk dan ketentuan-
ketentuan umum yang disepakti sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan
anggaran yang dimuat dalam KUA selanjutnyan menjadi dasar untuk penilaian kinerja

keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan KUA merupakan bagian dari
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upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
strategi daerah (renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang
telah direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya, merupakan tahapan dan
perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam rencana jangka menengah
dan rencana jangka panjang.
Mekanisme Penyusunan Kebijakan Umum APBD termuat dalam PP Nomor 58
Tahun 2005 Pasal 34 memiliki mekanisme sebagai berikut :
1) Kepaadaerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umumAPBD.
2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada
penyususnan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
3) Kemudian Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran
berikutnya tersebut sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-

lambatnya bulan Juni tahun anggaran berjal an.
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Untuk itu, Proses penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Penyusunan Penyusuna Penetapan Perda
KUA & PPAS Raperda APBD
APBD
] y v
Proses Pedoman Pembahasan
Perencanaan Penyusunan Raperda APBD
RKA SKPD
! I v-
Persetujuan
RKPD Penyusunan
RKA SKPD bersama Raperda
APBBD
Penyusunan A 4 *
KUA & PPAS RKA SKPD Evaluas
Gubernur/Mendagri
* \ 4
— Nota Raperda APBD £ 1
izspe\pjkatan Perda Pembatalan
- hPAadan APBD | | PerdaAPBD

Dalam Hal DPRD Tidak Mengambil Keputusan Bersama

Penyusunan Evaluas & Raper KHD APBD
Raper KHD penetapan Raper
APBD KHD APBD

Sumber :Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
Gambar 2.3 Proses Penyusunan APBD (Permendagri 59 Tahun 2007)

1)

Secarateknis, proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut :

Rancangan KAU memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan
pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokas
belanja daerah, sumber dan penggunaan pendanaan yang disertai dengan asumsi

yang mendasari.
16



2) Rancangan KUA tersebut disusun oleh PPKD bersama pejabat perencana daerah
dan pegabat SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh
sekretaris daerah yang selanjutnya disebut tim anggaran pemerintah daerah.

3) Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku
koordinator kepada kepala daerah paling lambat pada awal bilan Juni.

4) Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepada DPRD selambat-
lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam

pembicaran pendahuluan RAPBD untuk selanjutnya disepakati KUA.

b. Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah terdiri dari 3(tiga) bagian yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah,
dan Pembiayaan Daerah.

1) Pendapatan Daerah

Sebagimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak
daerah dalam satu anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan
daerah dikelompokkan sebagai berikut :

a) Pendapatan Adli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber utama keuangan

daerah yang membiayaai kegiatan rutin dan pembangunan disamping
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penerimaan lain berupa bagi hasil pgak atau bukan pajak, sumbangan dan
bantuan serta pinjaman (Adi, 2006). Sedangkan Peneliti menyimpulkan bahwa
Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak
pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas (a) Pgjak daerah (b) Retribusi daerah (c) Hasll
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) Lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan restribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan
sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan restribusi daerah yaitu undang-
undang nomor 4 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18
tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, peraturan pemerintah
nomor 65 tahun 2001 dan Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2002 tentang pajak
daerah dan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang restribusi
daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dirinci menurut obyek pendapatan adalah sebagai berikut :

() Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

(b) Bagian laba atas penyertaan moda pada perusshaan milik
pemerintah/BUMN, dan

(c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.
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Jenis lain-lain Pendapatan Adli Daerah yang sah dirinci menurut obyek
pendapatan adalah sebagai berikut :
(@) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
(b) Jasagiro.
(c) Pendapatan bunga
(d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
(e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
(f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing.
(g) Pendapatan denda atas keterlambatan pel aksanaan pekerjaan.
(h) Pendapatan denda pajak.
(i) Pendapatan dendarestribusi.
() Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
(k) Pendapatan dari pengembalian.
() Fasilitassosia dan fasilitas umum.
(m) Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
(n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjual an.
b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

(@) DanaBagi Hasl
e Bagi hasil pgjak.

e Bagi hasl bukan pajak.
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(b) Dana Alokasi Umum, dan

(c) Dana Alokasi Khusus.

¢) Lain-lain Pendapatan Daerah Y ang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan

yaitu terdiri dari :

@

(b)

(©
(d)

(€)

Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,
badan/lembaga/organi sasi swasta  dalam negeri, kelompok
masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
Dana Darurat dari pemerintahan dalam rangka penanggulangan
korban/kerusakan akibat bencana alam.

DanaBagi Hasil Pgjak dari provins kepada kabupaten/kota.

Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Bantuan keuangan dari provins atau dari pemerintah lainnya.

2) BelanjaDaerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengel olaan Keuangan Daerah, belanja daerah

adalah kewagjiban pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai pengurangan kekayaan

bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan Provins atau kabupaten/kota yang terdiri dari

urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian tertentu atau

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah

atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah termasuk dalam pengeluaran
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daerah. Sedangkan Peneliti menyimpulkan bahwa belanja daerah adalah perkiraan
beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat
dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam
pemberian pelayanan umum.

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengel olaan Keuangan Daerah, belanja daerah
terdiri dari :

a. Belanjatidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak
langsung terdiri dari :
a) Belanjapegawal
Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan dan anggota
DPRD, serta kepala daerah beserta wakilnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
b) Bunga
Pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewgjiban pokok utang
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka
panjang.
C) Subsidi
Bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga

jua produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
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d) Hibah
Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak terus menerus dan harus
digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian
hibah daerah.

€) Belanjabagi hasil
Dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

f) Bantuan keuangan
Bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Provins kepada
kabupatan/kota, pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan
peningkatan kemampuan keuangan.

g) Belanjatidak terduga
Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang, seperti penanggulangan bencana alam.

b. Belanjalangsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanjalangsung terdiri dari :

a) Belanjapegawal
Belanja untuk pengeluaran honorium/upah dalam melaksanakan program

dan kegiatan.
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b) Belanjabarang dan jasa
Pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau pemakaian jasa yang
nilai menfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintah daerah.
c) Belanjamoda
Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih
dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah,
mesin, gedung dan sebagainya.
3) Pembiayaan
Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 , pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun
anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari :
a Penerimaan Daerah
a) Sisalebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu beasal dari sisa anggaran
tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewgjiban kepada pihak
ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan
lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah.

b) Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan

daerah, kecuali dana alokasi umum, pinjaman daerah atau penerimaan lain
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d)

f)

9)

yang penggunaannya dibatasi untuk penegeluaran tertentu berdasarkan
peraturan perundang- undangan.
Penerimaan pinjaman daerah berasal dari kegiatan meminjam dana
termasuk menerbitkan  obligasi.
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
Berasal dari diterimanya kemabali sgjumlah pinjaman yang telah diberikan
kepeda pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.
Penerimaan piutang daerah
Penerimaan piutang daerah berasal dari pelunasan piutang pihak ketiga
seprti penerima piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah pusat,
pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank atau bukan bank, serta
penerimaan piutang lainnya.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari penjualan
perumahan milik daerah, dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang
dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal
penerimaan daerah.
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
(@ Pembentukan dana cadangan
Dana cadangan adalah dana yang disisahkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana yang dialokasikan sebagai

dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan
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kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah
tentang pembentukan dan cadangan.
(b) Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)
Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan
modal (investasi).
(c) Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo
Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan
pembayaran kewagjiban atas pokok utang yang dihutang berdasarkan
perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang.
(d) Pemberian Pinjaman Dagerah
Akun  pemberian pinjaman daerah  digunakan  untuk
menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau

pusat lainnya.

2.3 Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang
perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah mendefinisikan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau
program yang akan atau telah dicapal sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Bastian (2006: 274), “Kinerja adalah
gambaran pencapaian pelaksanaan suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi”. Indikator kinerja adalah ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau
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tujuan yang ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran
(output), hasil, manfaat, dan dampak. Penulis menyimpulkan bahwa kinerja merupakan
hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di
dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar
hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan
telah disepakati bersama.
Menurut Mahmudi (2007) Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dalam 2 (Dua)
bagian yaitu :
a. AnaisisKinerjaPendapatan
Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi
pendapatan dengan anggarannya, apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka
Kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup
hanya melihat apakah realisas pendapatan daerah telah melampaui target anggaran,
namun perlu dilihat komponen pendapatan yang |ebih berpengaruh.
Berdasarkan laporan redlisasi anggaran kita dapat melakukan anadlisis
pendapatan dengan cara:
a) Anadisis Varians (Selish) Anggaran Pendapatan
Andisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara
menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.
Biasanya selissh anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran yang disgikan pemerintah daerah. Informasi selish anggaran
tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalis

Kinerja pendapatan.
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Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah
pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila
mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan
(target anggaran). Sebaliknya apabilarealisasi pendapatan dibawah jumlah yang
dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat
dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengegutkan karena
memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisas pendapatan merupakan
selisih yang diharapkan, sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak
diharapkan.

b) Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah
daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode
anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara
positif atau negatif tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut
positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi
pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukan terjadi penurunan kinerja
pendapatan. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi
lgu inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target
pertumbuhan juga harus mempertimbangkan asums anggaran yang lain,

misalnya kurs rupiah, harga minyak dan sebagainya.
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c) Anaisis Rasio keuangan
(a) Rasio Dergjat Desentralisasi
Rasio ini menunjukan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan
kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan
mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribuss PAD, maka semakin
tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam  penyelenggaraan
desentralisasi.
(b) Rasio Kemendarian Keuangan
Rasio ini menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber
pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini
menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan
daerahnya.
(c) Rasio Efektifitas Pajak Daerah
Rasio efektifitas pgjak daerah menunjukan kemampuan pemerintah
daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah
penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak daerah
dianggap baik apabilarasio ini mencapai angkaminimal 1 atau 100%.
(d) Dergjat Kontribuss BUMD
Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan

daerah dalam mendukung pendapatan daerah.
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b. Anais KinerjaBeanja

Andis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah

pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif.

sgjauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari

keperluan yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran

belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang

dianggarkan, yang hal itu menunjukan adanya efisiensi anggaran. Dalam belanja daerah

penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran

sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan

analisis anggaran belanja dengan daerah :

a)

b)

Analisis Varians Belanja

Anlisis varians merupakan analisi terhadap perbedaan atau selisih anatar
reaisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran
yang disgjiakan, pembaca laporan dapat mengetahui secaralangsung besarnya
varians anggaran belanja dengan redlisasinya yang bisa dinyatakan dalam
bentuk nilai nominalnya atau persentase. Kinerja pemerintah daerah dinila
baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggrakan,
maka hal itu mengidentifikasi adanya kinerja anggaran yang kurang baik.
Analisis Pertumbuhan Belanja

Andisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk  mengetahui
pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negative. Pada umumnya
belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alas an kenaikan belanja

biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs
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d)

rupiah, perubahan jumalah cukup layanan, dan penyesuaian faktor makro
ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan
yang seimbang.
Analisis Keserasian Belanja
Rasio ini menggambarkan bagaimana peristiwa daerah memprioritaskan

alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana
yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana
dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis
keserasian belanja antara lain berupa :
(& Anaisisbelanjarutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja
(b) Analisis belanja operasi terhadap total belanja
(c) Andisisbelanjamodal terhadap total belanja
(d) Analisis belanja langsung dan belanjatidak langsung
Analisis Efesiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan
anggaran yang digunakan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio
efisiens ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku
yang dinggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun
ini belanja pemerintah daerah relative lebih efisien disbanding tahuun lalu.
Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisienss anggaran jika rasio
efisensinya kurang dari 100 %. Sebaiknya jika melebihi 100 % maka
mengidentifikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Dengan melihat kinerja Pendapatan dan Kinerja Belanja, maka dapat dinilai

kinerja anggaran APBD secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukan
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pencapaian angka yang sudah ditargetkan, maka dikatakan kinerja anggaran

APBD adalah baik.

2.4 Efektivitasdan Efisens

Menurut Abdurahmat (2003:92) Efektivitas yaitu suatu pencapaian tujuan secara
tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara
dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Sedangkan Siagian (2001:24)
Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sgjumlah barang
atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi
tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati
sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Efisensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinila dari segi besarnya
sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (1994:219) menyebutkan efisiensi merupakan ketepatan cara
(usaha dan kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga,
biaya dan kegunaannya. Dalam pengertian ekonomis, efisensi adalah dengan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (input) yang sekecil mungkin untuk
memperoleh keluaran (output) tertentu atau dengan input (sumber daya dan dana)
tertentu dalam mencapai output yang maksimal (Sukamdijo, 1996:11). Pendliti
menyimpulkan bahwa Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau
memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian aternatif atau pilihan cara dan
menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Sedangkan Efisiensi merupakan
penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.
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2.5 Kerangka Konseptual Pendlitian.
Berikut ini dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian analisis yang

dijadikan dasar pemikiran analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Per aturan Daerah tentang K euangan Daerah
Pemerintah Kota Bengkulu

Y

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

y

Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk melihat bagaimana Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu maka pengamatan
berawa dari pemerintahan itu sendiri, dimana dalam pemerintah ini telah melakukan
serangkaian proses kerja berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah yang telah
ditetapkan. Dari serangkaian proses kerja yang mengikuti aturan dalam peraturan
pemerintah, maka hasil kerja tersebut nantinya dapat dilihat dari Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini di buat
oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam satu tahun. Dimana laporan tersebut beriskan
tentang kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum keuangan daerah,
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam satu tahun. setelah laporan ini dibuat

maka dapat dilihat bagaimana Kinerja Pemerintah Kota Bengkul u.
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2.6 Kerangka Analisis
Berikut ini dapat digambarkan kerangka analisis yang dijadikan dasar pemikiran

peneliti dalam penelitian ini.

AnalissKinerja Anggaran
eton \ Kinerja Pengelolaan

Anggar an Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintah
K ota Bengkulu

AnalissKinerja Anggaran Belanja

Gambar 2.5 Kerangka Analis Penelitian
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BAB I11

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Pendlitian

Jenis pendlitian yang dilakukan adalah penelitian deskritif. Menurut Erlina

(2007:64), “ Pendlitian deskritif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi

tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek beberapa individu, organisasional,

industri atau perspektif lain”. Menurut Sugiyono (2007:11), “Penelitian deskritif adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel

atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubung variabel”.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang didefenisikan

oleh peneliti mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun definisi

operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

a. Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran keluaran/hasil kegiatan atau

b.

program yang akan atau telah dicapai sehubung dengan penggunaan anggaran yang
menjadi hak dan kewgjiban pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka
penyelenggaraan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sebagai
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiaban daerah tersebut.
Andlisis varians adalah sebuah metode untuk memeriksa apakah ada hubungan
antara dua atau lebih set data. Anda dapat menentukan apakah ada hubungan antara
set data dengan melakukan analisis varians.

Dergjat desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses
distribusi anggaran dari tingkat pemerintah pusat/provins kepada pemerintah Kota
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Bengkulu, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik
sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah Kota Bengkulu yang
dilimpahkan.

Pendapatan Adli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik pemerintah Kota Bengkulu, hasil
pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan adli
daerah yang sah”.

Pendapatan Daerah adalah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD melipuiti
semua penerimaan uang melalui rekening kas umum pemerintah Kota Bengkulu,
yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran
dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah K ota Bengkulu.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun t-1 merupakan sumber pendapatan yang
diperoleh dari pemerintah Kota Bengkulu pada tahun sebelumnya dari tahun yang
berkenaan atau yang ditentukan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun t adalah sumber pendapatan yang diperoleh
dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan
kewenangan pemerintah Kota Bengkulu pada tahun berkenaan atau pada tahun
anggaran berjalan sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun t-1 merupakan
sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan
pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah Kota Bengkulu pada tahun
lalu.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun t merupakan sumber pendapatan yang

diperoleh dari Kota Bengkulu pada tahun berkenaan atau tahun yang ditentukan.
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Dergat Kontribuss BUMD adalah tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam
mendukung pendapatan pemerintah Kota Bengkulu.

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah Kota
Bengkulu dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah Kota
Bengkulu.

Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pemerintah Kota Bengkulu
dalam membiaya sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retrebusi sebaga sumber
pendapatan asli daerah yang diukur dengan membandingkan PAD terhadap jumlah
pendapatan transfer dari pemerintah pusat/ provins serta pinjaman. Kemandirian
keuangan pemerintah Kota Bengkulu

Belanja daerah adalah belanja yang terhitung dalam APBD yang diarahkan untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan. Belanja tahun t merupakan belanja yang penyelenggaraanya
dilakukan pada tahun berkenaan atau pada tahun berjalan sedangkan belanja tahun
t-1 merupakan belanja yang penyel enggaraannya dilaksanakan pada tahun lalu.

. Efektifitas keuangan daerah menggambarkan kinerja pemerintah Kota Bengkulu
daam meredisaskan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target
penerimaan PAD.

Redlisasi Pendapatan adalah perwujutan perolehan pendapatan dalam kurun waktu

satu tahun.
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Redlisasi Pgjak Daerah adalah perwujutan perolehan pajak dalam kurun waktu satu
tahun.

Redlisasi Belanja merupakan perwujutan pelaksanaan belanja dalam kurun waktu
satu tahun.

Target Pgjak Daerah adalah pajak yang ingin dicapai pada tahun berjalan atau tahun
yang ditentukan sesuai dengan rincian anggaran target pajak yang telah ditetapkan.
Penerimaan Laba BUMD adalah penerimaan laba usaha yang dihasilkan oleh
Badan Usaha Milik Daerah seperti pada Pemerintah Kota Bengkulu penerimaan
BUMD banyak didapat dari Bank Pemerintah Daerah (BPD).

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Belanja Pegawai adalah Belanja kompensasi dalam bentuk ggji dan tunjangan, serta
penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan dan
anggota DPRD, serta kepala daerah beserta wakilnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. dipemerintah Kota Bengkulu belanja
pegawai meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, biaya asurasni kesehatan dan
tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Belanja Hibah adalah bantuan yang tidak mengikat/tidak terus menerus dan harus
digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah
daerah. Belanja Hibah yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Bengkulu
diperuntunkan kepada badan, lembaga, organisasi swasta serta belanja yang

diperuntukan bagi kelompok masyarakat atau perorangan.
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Belanja Bantuan Sosial merupakan salah satu jenis belanja tidak langsung dalam
APBD. Artinya, pengalokasian sumber daya ke dalam belanja ini tidak didasarkan
pada target kinerja-kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD. Belanja Bantuan Sosial
yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Bengkulu untuk pemeberian bantua
socia untuk kelompok kemasyarakatan dan bantuan bagi organisas
kemasyarakatan.

Belanja Bantuan Keuangan yang ada di Kota Bengkulu penggunaannya diarahkan
untuk membiayai perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat serta bantuan pelaksanaan program dan kegiatan organisas
kemasyarakatan dan organisasi profesi.

Belanja Tidak Terduga dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota
Bengkulu dipergunakan dan diarahkan untuk membiaya kebutuhan-kebutuhan
yang sulit diprediksi kejadiannya terutama berkaitan dengan kejadian bencana alam
dan bencana sosial yang pel aksanaan kewenangan telah menjadi urusan pemerintah
Kota Bengkulu.

Belanja Barang dan Jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Bengkulu di pergunakan untuk pemenuhan sarana prasarana,
barang- barang yang dipakai habis dan pemenuhan barang yang akan menunjang
kegiatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Belanja Modal dalam APBD Kota Bengkulu digunakan untuk pembangunan
fasilitas umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan, irigasi, gedung pemerintah,

peralatan perkantoran.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber- sumber lainnya berupa data
runtut waktu (time series) yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Kepala Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2007-2010 yang datanya diperoleh
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah( Bappeda) kota di pemerintah Kota

Bengkulu.

3.4 Metode Analisis
Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode
dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis deskritif. Menurut Mahmudi (2007) analisis
deskritip merupakan analisis dengan merinci dan menjelaskan secara panjang lebar
keterkaitan data penelitian yang biasanya tercantum dalam bentuk tabel dan analisis
didasarkan pada data di tabel tersebut. Adapun cara pehitungannya adalah sebagai
berikut :
1) AnalissKinerja Pendapatan
Dalam melakukan analisis pendapatan dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan
menggunakan rumus :
a.  AndisisVarians (Selisih ) Pendapatan
Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih
antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Adapun rumusnya adalah

sebagai berikut :

Redlisasi Pendapatan
Andisis Varians Pendapatan = X 100 %
Target Pendapatan
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b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

C.

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah
dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja
anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negative
tentunya diharapkan  pertumbuhan  pendapatan tersebut  positif  dan

kecenderungannya (trend) meningkat.

PAD Tahun t- PAD Tahun t-1
Pertumbuhan PD Tahun t X 100 %

PAD Tahunt-1

Analisis Rasio Keuangan

(a) Rasio Dergjat Desentralisasi
Rasio ini menunjukan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola

pendapatan.

Pendapatan Adli Daerah
Rasio Dergjat = X 100 %
Desentralisasi

Total Pendapatan Daerah

(b) Rasio Kemandirian Keuangan
Rasio ini menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintahan,

Pendapatan Adli Daerah
Rasio Kemandirian = X 100 %
Keuangan

Pendapatan Transfer Pusat + Pinjaman
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(c) Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas pgjak daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah

dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak

daerah yang ditargetkan.

Realisasi Pgjak daerah
Rasio Efektifitas

X 100 %

Target pgjak Daerah

(d) Dergjat Kontribuss BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah

dalam mendukung pendapatan daerah.

Penerimaan Laba BUMD
Dergjat Kontribuss BUMD = X 100 %

Penerimaan PAD

2) AnalissKinerjaBelanja
a. Andisis Varians (Selisih Belanja)
Anlisis varians merupakan analisi terhadap perbedaan atau selisih anatar

realisasi belanja dengan anggaran.

Redlisas Belanja
Analisis Varians Belanja = X 100 %
Anggaran Belanja

b. Analisis Pertumbuhan Belanja
Anadisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan

belanja dari tahun ke tahun positif atau negative.

Belanja Tahun t- Belanja Tahun t-1
Pertumbuhan PD Tahun t = X 100 %

Belanja Tahun t-1
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c. AnadlisisKeserasian Belanja

Analisis Keserasian Belanja menggambarkan bagaimana peristiwa daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi
persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk
menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin
kecil. Adapun rumus perhitungan analisis keserasian belanja adalah sebagai

berikut :

a) Analisis belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi
hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga terhadap total belanja

tidak langsung.

Total Belanja Pegawal
Rasio Belanja Pegawai
terhadap Total BelanjaTidak = X 100 %
Langsung

Total Belanja Tidak Langsung

Total Belanja Hibah
Rasio BelanjaHibah
terhadap Total BelanjaTidak = X 100 %
Langsung

Total Belanja Tidak Langsung

Total Belanja Bantuan Sosial
Rasio Belanja Bantuan Sosial
terhadap Total BelanjaTidak = X 100 %
Langsung

Total Belanja Tidak Langsung

Total BelanjaBagi Hasl
Rasio Belanja Bagi Hasll
terhadap Total BelanjaTidak = X 100 %
Langsung

Total Belanja Tidak Langsung
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Total Belanja Bantuan Keuangan
Rasio Belanja Bantuan

keuangan terhadap Total = X 100 %
Belanja Tidak Langsung
Total Belanja Tidak Langsung
Total Belanja Tidak Terduga
Rasio Belanja Tidak Terduga
terhadap Total BelanjaTidak = X 100 %
Langsung

Total Belanja Tidak Langsung

b) Anaisis Belanja Pegawal, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal terhadap

total Belanja Langsung

Total Belanja Pegawal
Rasio Belanja Pegawai
terhadap Total Belanja = X 100 %
Langsung

Total Belanja Langsung

Total Belanja Barang dan Jasa
Rasio Belanja Barang dan

Jasaterhadap Total Belanja = X 100 %
Langsung
Total Belanja Langsung
Total BelanjaModal
Rasio BelanjaModal terhadap  _ X 100 %

total Belanja Langsung

Total Belanja Langsung

d. AnaisisBelanjaTidak Langsung Dan Belanja Langsung Terhadap Total
Belanja

Total Belanja Langsung

Rasio langsung terhadap total

0
Bdanja X 100 %

Total Belanja
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Total Belanja Langsung
Rasio Belanja Tidak
Langsung terhadap total = X 100 %
Belanja

Total Belanja

e. AndisisEfisens Belanja
Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan
anggaran yang digunakan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi

ini tidak bersifat absolut tetapi relatif.

Redlisas Belanja
Rasio Efisiensi Belanja = X 100 %
Anggaran Belanja
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskrips Data
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan salah satu dari sembilan kota/lkabupaten yang berada
di Provins Bengkulu. Secara geografis Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 539,3
KM?terdiri atas luas daratan 151,7 Km? dan luas laut 387,6 KM? yang apabila ditinjau
dari keadaan geografisnya Bengkulu terletak dipesisir barat pulau Sumatra dan berada
diantara3°45" - 3° 59" lintang selatan serta 102° 14” - 102° 22" lintang timur.

Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari
dataran sekitar wilayah pesisir dan daerah berbukit di bagian sebelah Timur menjauh
dari pantai serta di beberapa tempat terdapat cekungan airan sungai kecil. Batas
wilayah Kota Bengkulu disebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten
Bengkulu Tengah, disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah
barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Berdasarkan topografi, bentuk pemukaan wilayah Kota Bengkulu relatif datar,
sebagian besar wilayah berada pada kemiringan / kelerengan 0 — 15% yaitu seluas
14.224 Ha (98,42%) dan hanya sebagian kecil 1,58% yakni seluas 228 Ha dari wilayah
Kota Bengkulu yang memiliki kelerengan 15-40%. Wilayah yang relative datar
terutama di wilayah pantai dengan kemiringan berkisar antara O — 10 meter di atas
permukaan laut, sedangkan di bagian Timur memiliki ketinggian berkisar 25 — 50 meter
di atas permukaan laut. Kota Bengkulu terletak pada ketinggian antara 0 — 100 m di atas
permukaan laut, dengan persebaran sporadis pada setiap wilayah kota, sehingga

menyebabkan morfologi kota tersebut bergelombang. Lokasi dengan titik tertinggi
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hingga 100 m di atas permukaan laut berada di arah tenggara (Kecamatan Selebar),
sementara titik terendah 0 — 10 m diatas permukaan laut terletak di bagian selatan, Utara
dan Timur, sedangkan pusat Kota Bengkulu sendiri berada pada ketinggian antara 10 —
25 m diatas permukaan laut. Curah dan hari hujan tahunan di Kota Bengkulu relatif
stabil untuk tiap tahunannya. Untuk curah hujan, secara tahunan terbanyak terjadi pada
bulan April, November dan Januari. Sedangkan hari-hari biasanya hari hujan tertinggi
terjadi pada bulan Oktober.

Jumlah Penduduk Kota Bengkulu berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010
sudah mencapai 308.756 jiwa, (Data BPS Kota Bengkulu) dengan 79,168 kepala
keluarga dengan tingkat kepadatan penduduk berjumlah 2,035 jiwa per km*. Laju
pertumbuhan penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 sebesar 2,9 % per
tahun, lgju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Selebar sebesar 11,03% dan
terendah di Kecamatan Teluk Segara sebesar 0,08% untuk lebih jelasnya dapat dilihat

padatabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Bengkulu sebagai berikut :

Tahun Penduduk
1 2
2007 270.801
2008 274.477
2009 278.831
2010 308.756

Sumber :Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Bengkulu

Sebagal sadlah satu daerah otonomi berstatus Kota di Provinsi Bengkulu,
kedudukan, fungsi dan peranan Kota Bengkulu cukup penting dan cukup baik. Masing-

masing daerah otonomi pada dasarnya memiliki pemerintah daerah. Adanya pemerintah
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daerah berkonsekuensi adanya pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
adalah Walikota Bengkulu beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah. Fungs Pemerintah Kota Bengkulu pada dasarnya
dapat dibagi menjadi lima sifat yaitu (1) Pemberian Pelayanan,(2) Fungs pengaturan
(Penetapan Perda),(3) Fungs Pembangunan, (4) Fungsi Perwakilan(dengan berinteraksi
dengan Pemerintah Pusat/Provinsi),(5) Fungsi Koordinass dan perencanaan
pembangunan kota. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan desentralisasi dan
otonomi daerah, Pemerintah K ota Bengkul u.
4.1.2 Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kota Bengkulu
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah menggambarkan sgauh mana aktivitas perekonomian suatu
wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.
Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi
untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan
balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan
pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi.
Secara ekonomi, struktur perekonomian Kota Bengkulu didominasi oleh sektor
perdagangan. Hal ini terlihat dari relatif besarnya kontribusi sektor perdagangan untuk
hotel dan restoran dalam PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan
dengan sektor-sektor lainnya. Sektor ini menempatkan urutan teratas dalam struktur
perekonomian Kota Bengkulu. Data dalam ”Bengkulu Dalam angka 2010”
memperlihatkan bahwa nilai nominal PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

pada tahun 2008 sebesar 1.431,24 Miliar Rupiah dan tahun 2009 sebesar 1.532 Miliar
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Rupiah, sedangkan kontribusinya dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 36,91% untuk
tahun 2008 dan 36,69% untuk tahun 2009. Penyumbang terbesar adalah sektor
perdagangan. Hotel dan Restoran adalah Sub Sektor perdagangan besar dan eceran, nilai
momina PDRB Sub Sektor ini pada tahun 2008 mencapai sebesar 35,23% dan tahun
2009 mencapai 35% dari hasil total PDRB keseluruhan.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota

Bengkulu dapat dilihat padatable 4.2 berikut ini :

Hasl| Pengelolaan Lain-lain PAD
Pajak Daerah Retribusi Daerah | Kekayaan Daerah
Tahun . yang Sah
(Rp) (Rp) yang dipisahkan R
(Rp) (Rp)
2007 9.125.000.000,00 8.094.870.000,00 275.000.000,00 4.848.500.000,00
2008 | 17.018.310.000,00 | 7.372.098.282,00 750.000.000,00 4.838.793.718,00
2009 | 17.218.310.000,00 | 9.212.242.865,00 1.156.952.083,19 6.995.466.848,80
2010 | 19.642.011.119,35 | 12.074.652.318,65 | 1.422.582.365,59 8.394.560.218,56
Total | 63.003.631.119,35 | 36.753.863.466,65 | 3.604.534.449,78 | 25.077.320.785,00

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah),2011
Tabe 4.2 Sumber sumber PAD Kota Bengkulu Tahun 2007,2008,2009 dan 2010

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa komponen PAD yang memberikan kontribusi

terbesar yaitu dari pos pajak daerah. Dapat dilihat bahwa komponen PAD dari Pgak
Daerah setigp tahun mengalami peningkatan. Sedangkan pada pos Retribusi Daerah
mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 komponen PAD pada pos Retribusi mengalami
penurunan sebesar Rp722.771.718,00 bila dibandingkan pada tahun 2007. Pada tahun

2009 komponen PAD dari kenaikan sebesar

pos Retribusi Daerah mengalami
Rp1.840.144.583,00 sedangkan kontribusi tertinggi pada pos Retribusi Daerah yaitu
pada tahun 2010 dimana komponen PAD dari pos Retribusi Daerah pada tahun 2010
mengalami  kenaikan sebesar Rp862.409.453,65. Komponen pos Hasil Pengelolaan
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kekayaan daerah yang dipisahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan
komponen pos lain-lain pendapatan yang sah juga befluktuasi dimana pada tahun 2008
sedikit mengalami penurunan akan tetapi angka penurunan tidak terlalu tgjam yaitu
sebesar Rp9.706.282,00 namun pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang sangat tajam
yaitu sebesar Rp1.399.093.369, 76.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan penyelengaraan
daerah yang luas, nyata dan tanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan
peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkonsekuensi, masing-masing
daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber
pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat
lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif.

Untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan, peran, fungs dan tanggung
jawabnya. Pemerintah Kota Bengkulu memiliki beberapa sumber pendapatan pokok
yaitu : (1) Pendapatan Adli Daerah (PAD) (2) Dana Perimbangan (3) Pinjaman Daerah
(4) Lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai daerah yang perkembangan ekonominya
sangat didominasi oleh sektor sekunder, sumber asli pendapatan daerah diperoleh dari
hasil pajak dan restribusi daerah.

Walaupun ada kecenderungan peningkatan volume dalam PAD, namun diakui
70% sumber penerimaan Kota Bengkulu masih berasal dari alokasi pusat (Dana
Perimbangan/Dana Alokasi Umum). Pemanfaatan sebagian besar Dana Perimbangan

tersebut di manfaatkan untuk pembangunan jaringan infrastruktur Kota Bengkulu
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termasuk pemeliharaannya. Dengan dibangunnya jaringan infrastruktur tesebut
diharapkan benar-benar memperlancar dan menggerakkan kegiatan sosial ekonomi
warga Kota Bengkulu. Kegiatan ekonomi yang berkembang pada akhirnya diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota dalam pembiayaan pembangunan

kota, sekaligus memperkecil ketergantungan Pemerintah K ota kepada Pemerintah Pusat.

4.2 Perhitungan dan AnalisisKinerja Pengelolaan APBD
4.2.1 AnalisisKinerja Pendapatan

Dengan menggunakan data APBD dan Laporan K eterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Kepala Daerah, dilakukan Analisis Pendapatan dengan menggunakan cara
analisis:

1) AnaisisVarians (Selisih) Pendapatan.

Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung
selisih antararealisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran
sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja
pendapatan. Dari analisis varians, secara umum kinerja pendapatan Kota Bengkulu
dapat dilihat padatabel 4.3 berikut ini :

Analisis Varians (Selisih) Pendapatan

Tahun Target Pendapatan Realisas Pendapatan Peﬁtljr;epré?an
(Rp) (Rp) %)
2007 401,294,783,304,00 405,039,728,890,15 100,93%
2008 450,120,260,146,48 453.141.761.873,98 100,67%
2009 470.929.918.128,79 475.664.056.169,03 101,00%
2010 468.559.066.557,39 535.671.774.733,62 114,32%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah),2011
Tabel 4.3 Analisis Varians (Selisih) Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu tahun
2007-2010.
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Dari analisis varians secara umum kinerja pendapatan Kota Bengkulu dapat
dikatakan baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan terlampauinya target anggaran
pendapatan dari tahun 2007-2010 yang mana rata-ratanya mencapai 100%, persentase
paling tinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 114,32%. Dari sisi komponen pendapatan
daerah, realisasi penerimaan PAD rata-rata belum mencapai target yang ditetapkan yang
mana rata-rata penerimaan PAD dari tahun 2007-2010 hanya mencapai 80,09% masing-
masing persentasenya yaitu 80,05%, 81,95%, 79,54%,64,23%. Penerimaan PAD yang
terendah yaitu pada tahun 2010 yaitu 64,23% dan penerimaan yang terbesar yaitu pada
tahun 2008 yaitu sebesar 81,95%. Komponen PAD yang redlisasinya di atas target
untuk tahun 2007-2010 adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan masing-
masing persentase 102%, 139,3%, 109,80%, 100,67%. Redlisas pendapatan dari Dana
Perimbangan dari tahun 2007-2010 rata-rata mencapai 99,38%, kecuali pada tahun 2008
dan 2010 masing-masing yaitu 100,26% dan 101,25%. Komponen Dana Perimbangan
yang belum mencapai target anggaran pada tahun 2007 yaitu Bagi Hasil Pagjak/Bukan
Pajak 84,01 %, untuk 2008 yaitu Bagi Hasil Pgjak/Bukan Pajak 84,50%, bagi hasil dari
Provisi Sumber Daya Hutan 24,66%, Bagi Hasil dari Pungutan Hasil perikanan 46,62%.
Untuk tahun 2009 yaitu Bagi Hasil Pgjak/Bukan Pajak 91,57%, bagi hasil pajak 91,26
%, DAU 97,14%.

2) Anaisis Pertumbuhan Pendapatan
Untuk mengetahui Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu dapat

dilihat padatabel 4.4 berikut ini :
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Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2007-2010

Tahun PAD Pertumbuhan | Total Pendapatan | Pertumbuhan
(Rp) (%) (Rp) (%)
2007 17.885.739.044,15 7,09% 405,039,728,890,15 17,18
2008 24.562.456.078,99 37,33% 453.141.761.873,98 11,87
2009 26.941.305.683,1 9,68% 475.664.056.169,03 4,97
2010 26.677.744.840,91 (0,98)% 535.671.774.733,62 12,62
Rata-Rata 13,77% 11,66%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.4 Pertumbuhan Pendapatan Daerah K ota Bengkulu tahun 2007-2010

Dari tabel perhitungan diatas, kinerja anggaran dari analisis pertumbuhan
pendapatan dan PAD Kota Bengkulu tahun 2007-2010 cukup baik. Hal ini ditunjukan
dari rata-rata pertumbuhan PAD nya yaitu 13%. Pertumbuhan PAD Kota Bengkulu dari
tahun 2007-2010 cenderung mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2007-2010
dengan ratarata setigp tahunnya sebesar 7,09%, 37,33%, 9,68% dan (0,98)%
pertumbuhan yang mengalami negatif terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar -1 %.
Sementara itu pertumbuhan pendapatan juga menunjukan pertumbuhan yang positif
yang mana ratarata 11% Pertumbuhan pendapatan Kota Bengkulu dari tahun 2007-
2010 cenderung fluktuatif Akan tetapi pada tahun 2009 pertumbuhan pendapatan
menurun drastis yaitu 4,97%. Dimana pada tahun 2007,2008 dan 2010 masing-masing
pesentasenya sebesar 17,18%, 11,87% dan 12,62%.

3) Analisis Rasio Keuangan
Untuk mengetahui Rasio Keuangan daerah Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel-
tabel berikut ini :
a. Dergat Desentralisasi
Untuk mengetahui Dergjat Desentralisasi daerah Kota Bengkulu maka dapat

dilihat padatabel 4.5 berikut ini :
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Derajat Desentralisasi Tahun 2007-2010

Rasio Derajat
Tahun PAD Pendapatan Daerah Desentraliasiasi
(Rp) (%) %)

2007 17.885.739.044,15 405,039,728,890,15 4,41%
2008 24.562.456.078,99 453.141.761.873,98 5,42%
2009 26.941.305.683,1 475.664.056.169,03 5,66%
2010 26.677.744.840,91 535.671.774.733,62 4,98%
Rata-rata 511%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah) 2011
Tabel 4.5 Derajat Desentralisasi Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2010

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa dergjat desentralisasi Kota Bengkulu
dapat dikatakan rendah. Rata-rata tingkat dergjat desentralisasi pada tahun 2007-
2010 yaitu 5,11%. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Bengkulu untuk menggali dan
mengelola pendapatan masih sangat rendah. Untuk itu kepadannya K ota Bengkulu
harus lebih berupaya untuk dapat meningkatkan PAD nya baik dengan menggali
potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang sudah ada.
Apabila dilihat pada pemerintah kota yang ada di provins lainnya seperti di
pemerintah Kota Medan dilihat pada pendapatannya jauh berbeda pada pemerintah
Kota Bengkulu dengan rata-rata pendapatan setiap tahunnya diatas 1 Triliun lebih
dengan dergjat desentralisasi setigp tahunnya mencapai 25% hal tersebut masih
dianggap rendah bagi pemerintah Kota Medan. Maka dapat dilihat dergjat
desentralisasi pada pemerintah Kota Bengkulu masih sangat rendah dibandingkan
dengan daerah lainnya.

b. Kemandirian Keuangan Daerah
Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bengkuu dapat

dilihat padatabel 4.6 berikut ini :
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RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN TAHUN 2007-2010

Transfer Pemerintah Rasio
PAD Pusat/Provins + -

Tahun . Kemandirian

(Rp) Pinjaman (%)
(Rp)

2007 17.885.739.044,15 378.766.513.846,00 4,72%
2008 24.562.456.078,99 417.160.975.794,99 5,89%
2009 26.941.305.683,1 420.705.916485,92 6,40%
2010 26.677.744.840,91 422.497.996.760,71 6,31%
Rata-rata 5,83%

Sumber ; LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.6 Rasio Kemandirian Keungan Daerah Kota Bengkulu

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa kemandirian keuangan Kota Bengkulu
masih sangat rendah dan mempunya kecenderungan berfluktuatif rata-rata rasio
kemandirian yaitu hanya 5,83%. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya dana
transfer dari pemerintah pusat/provinsi kepada pemerintah Kota Bengkulu dengan
persentase setiap tahunnya sebesar 4,72% pada tahun 2007, 5,89% pada tahun
2008, 6,40% pada tahun 2009 dan 6,31% pada tahun 2010, rasio kemandirian yang
persentasenya paling tinggi yaitu pada tahun 2009 sebesar 6,40%. Hal ini dapat kita
lihat bahwa pemerintah Kota Bengkulu masih ketergantungan atas sumber dana
baik dari pemerintah pusat/provins maupun pinjaman. Untuk itu perlu adanya
usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana
ekstern dan meminta kewenangan untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain
yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat ataupun provinsi.

c. Efektivitas Pgak Daerah

Daa penelitian ini dilakukan perhitungan rasio efektivitas PAD yang dicapal
oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah Pgjak
Daerah. Untuk mengetahui Efektivitas Pgak Daerah Kota Bengkulu tahun 2007-
2010 dapat dilihat padatabel 4.7 berikut ini :
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Efektifitas Pajak Daerah Tahun 2007-2010

Pajak Daerah Rasio
Tahun Rencana Realisasi Efektifitas
(Rp) (Rp) (%)
2007 9.125.000.000,00 8.635.468.761,00 94,64%
2008 17.018.310.000,00 9.707.984.945,00 54,04%
2009 17.218.310.000,00 13.459.962.700,00 78,33%
2010 19.642.011.119,35 13.059.413.641,00 66,48%
Rata-rata 73,33%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah),2011
Tabel 4.7 Efektivitas Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2010

Dari tabel perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup efektif dalam merealisasikan pagjak
daerah yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektifitas pajak daerah yaitu
73,33%. Akan tetapi pada tahun 2008 realisas pajak daerah yang direncanakan
tidak begitu efektif hanya mencapai 54,04% dan rencana realisasi yang cukup
efektif dalam merealisasikan pajak daerah yaitu pada tahun 2007 yaitu mencapai
94,64%. Hal ini dapat juga dilihat bahwa Efektifitas Pajak Daerah Kota Bengkulu
tahun 2007-2010 mengalami fluktuatif masing-masing persentasenya yaitu 94,64%
pada tahun 2007, 54,04% pada tahun 2008, 78,33% pada tahun 2009 dan 66,48%
pada tahun 2010.

d. Dergat Kontribus BUMD
Untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung
pendapatan daerah maka dapat dilihat Dergjat Kontribuss BUMD Kota Bengkulu

tahun 2007-2010 padatabel 4.7 berikut ini :
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Derajat Kontribus BUMD Tahun 2007-2010

Bagian LabaBUMD |  Penerimaan PAD | DEr@at Kontribus
Tahun (Rp) (Rp) BUMD
(%)

2007 794.363.100,15 17.885.739.044,15 4.40%
2008 901.952.083,19 24.562.456.078,99 3.67%
2009 | 1.610.749.636,99 26.941.305.683,1 5,97%
2010 | 1.422.582.365,59 26.677.744.840,91 5,33%
Rata-rata 4.85%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.8 Dergjat Kontribuss BUMD Tahun 2007-2010 Pemerintah Kota
Bengkulu

Dari tabel perhitugan dergjat kontribus BUMD diatas menunjukan bahwa
perusahaan daerah mampu memberikan kontribusi bagi PAD Kota Bengkulu hanya
sebesar 4.85%. Hal ini menggambarkan dari tahun 2007-2010 perusahaan daerah
dalam dergat kontribuss BUMD nya masih sangat kecil. Dengan rata-rata setiap
tahunnya yaitu pada tahun 4.44% pada tahun 2007, 3.67% pada tahun 2008, 5,97%
pada tahun 2009 dan 4.85% pada tahun 2010, dergat kontribusi yang paling
rendah dialami pada tahun 2008 dengan persentase sebesar 3.67%. Untuk itu sangat
diharapkan kedepannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat Iebih berusaha
untuk dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi PAD dan diharapkan
kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan lain yang saat ini masih dikelola

oleh pemerintah Provinsi.

4.2.2 AnalisisKinerja Belanja

1) AnalisisVariansBeanja

Andlisis varians memberikan informas tentang perbedaan atau selish antara

realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya

apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika
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realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu
mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik. Untuk dapat melihat secara
umum baik atau tidaknya kinerja pemerintah Kota Bengkulu maka analisis varians
(selisih) belanja dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :

Analisis Varians (Selisih) Belanja Tahun 2007-2010

Tahun Target Belanja Realisas Belanja KinerjaBelanja
(Rp) (Rp) (%)
2007 649,086,273,466,00 602,017,987,663,00 92,74%
2008 480,574,171,588,67 439.848.854.619,00 91,52%
2009 494.671.488.190,00 500.997.884.400,00 101,2%
2010 510.730.454.440,00 543.456.354.281,00 106,4%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu(Diolah)2011
Tabel 4.9 Analisis Varians (sdlisih) Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-
2010

Dari perhitungan tabel Analisis Varians (Selisih) Belanja diatas pemerintah Kota
Bengkulu dapat dikatakan kurang baik karena di tahun 2009-2010 redlisasi belanjayang
dianggarkan melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya yaitu pada tahun
2009 sebesar 101,2% dan ditahun 2010 sebesar 106,4% akan tetapi pada tahun 2007 dan
2008 redlisasi belanjanya cukup baik karena pada tahun 2007-2008 realisasi belanja
tidak melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya yaitu sebesar 92,74%
ditahun 2007 dan 91,52% ditahun 2008. Apabila seluruh kegiatan yang direncanakan
telah terlaksana, ini menunjukan pada tahun 2007 dan 2008 pemerintah Kota Bengkulu
telah melakukan pengendalian anggaran yang ketat. Namun pada tahun 2009 dan 2010
pemerintah Kota Bengkulu lost control dalam merealisasikan belanja dan akibat dari
hal tersebut pada tahun 2009-2010 terjadinya realisasi belanja yang melebihi dari yang
dianggarkan sehingga pada tahun 2009-2010 dapat dikatakan kinerja belanjanya tidak

baik.
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2) Analisis Pertumbuhan Belanja
Untuk mengetahui Pertumbuhan Belanja Pemerintah K ota Bengkulu Pada Tahun
2007-2010 dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Pertumbuhan Belanja Tahun 2007-2010

Tahun Belanja Daerah Tingkat Pertumbuhan
(Rp) (%)
2007 602,017,987,663,00 7,41%
2008 439.848.854.619,00 (26,93%)
2009 500.997.884.400,00 13,90%
2010 543.456.354.281,00 8,47%
Rata-rata 14,17%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu ( Diolah) 2011
Tabel 4.10 Pertumbuhan Belanja Daer ah Kota Bengkulu Tahun 2007-2010

Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan belanja Kota
Bengkulu menunjukan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata setigp tahunnya
sebesar 14,17%, meskipun pada tahun 2008 pertumbuhannya negatif yaitu sebesar -
26,93%. Pertumbuhan belanja Kota Bengkulu cenderung fluktuatif terlihat pada tahun
2007-2010 pertumbuhan masing-masing sebesar 7,41%,-26,93%,13,90%,8,47%.

3) AnalisisKeserasian Belanja
a. Rasio Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja
Bagi Hasll, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga terhadap
total Belanja Tidak Langsung.

Untuk mengetahui analaisis keserasian belanja terhadap belanja tidak
langsung Kota Bengkulu pada tahun 2007-2010 maka dapat dilihat pada tabel
analisis rasio belanja pegawai, belanja hibah, analisis belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga pada

tabel berikut :
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(a) Rasio Belanja Pegawal

Tahun Belanja Pegawai BelanjaTidak Langsung | Rasio
(Rp) (Rp) (%)

2007 201.119.008.842,00 201.583.437.043,00 99,76%

2008 218.450.383.899,00 228.973.079.099,00 95,40%

2009 255.807.162.858,00 274.418.176.708,00 93,21%

2010 315.527.254.030,00 332.367.740.090,00 94,93%

Rata-rata 95,82%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.11 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tidak Langsung

Dari tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa belanja pegawal dari
pengalokasian belanja tidak langsung setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar
95,82%, dengan rincian persentasenya yaitu 99,76% pada tahun 2007, 95,40%
pada tahun 2008, 93,21% pada tahun 2009 dan 94,82% pada tahun 2010. Untuk
pengalokasian belanja pegawa yang terbesar dialokasikan dari tahun 2007
sebesar yaitu sebesar 99,76%. Maka dari tabel diatas dapat terlihat bahwa
sebagian besar belanja tidak langsung dialokasikan pada belanja pegawai yaitu
sebesar 95,82% dari total belanjatidak langsung setiap tahunnya.

(b) Rasio Belanja Hibah

Tahun Belanja Hibah Belanja Tidak Langsung | Rasio
(Rp) (Rp) (%)
2007 - - -
2008 1.034.932.500,00 228.973.079.099,00 0,45 %
2009 7.681.550.000,00 274.418.176.708,00 2,79 %
2010 6.850.350.000,00 332.367.740.090,00 2,06 %
Rata-rata 1,32 %

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.12 Rasio Belanja Hibah terhadap Total Belanja Tidak Langsung

Dari tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa belanja hibah setiap
tahunnya dialokasikan dari belanja tidak langsung yaitu rata-rata setiap tahunnya
sebesar 1,32%, akan tetapi pada tahun 2007 tidak ada pengalokasian belanja
hibah dipemerintah Kota Bengkulu. Untuk itu pada tahun 2008-2010 rata-rata
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persentasenya yaitu sebesar 0,45% pada tahun 2008, 2,79% pada tahun 2009 dan
2,06% untuk tahun 2010. Maka dapat dilihat bahwa pengal okasian belanja tidak
langsung terhadap belanja hibah setiap tahunnya hanya 1,32% sgja dari total
belanjatidak langsung.

(c) Rasio Belanja Bantuan Sosia

Tahun Bantuan Sosial Belanja Tidak Langsung Rasio
(Rp) (Rp) (%)

2007 17.516.430.859,00 201.583.437.043,00 8,69%

2008 5.499.273.500,00 228.973.079.099,00 2,40%

2009 6.794.518.250,00 274.418.176.708,00 2,47%

2010 6.595.036.060,00 332.367.740.090,00 1,98%

Rata-rata 3,88%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.13 Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja tidak
L angsung

Dari tabel perhitungan diatas dapat dilihat belanja bantuan sosia
pemerintah kota Bengkulu terhadap belanja tidak langsung pada tahun 2007-
2010 rata-rata setigp tahunnya sebesar 3,88% dimana persentase setiap tahunya
yaitu sebesar 8,69% pada tahun 2007, 2,40% pada tahun 2008, 2,47% pada
tahun 2009 dan 1,98% pada tahun 2010. Pengalokasian belanja bantuan sosial
yang paling tinggi yaitu di tahun 2007 dimana pengalokasian belanja bantuan
sosialnya mencapa 8,69%. Maka dari itu dapat dilihat pada tabel perhitungan
diatas, bahwa selama 4 (empat) tahun terhitung dari tahun 2007-2010
pengalokasian belanja tidak langsung terhadap belanja bantuan sosial hanya

3,88%.
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(d) Belanja Bagi Hasl|

Tahun Bantuan Sosial Belanja Tidak Langsung | Rasio
(Rp) (Rp) (%)

2007 5.977.600,00 201.583.437.043,00 0,29%

2008 7.489.200,00 228.973.079.099,00 0,32%

2009 12.835.600,00 274.418.176.708,00 0,46%

2010 20.100.000,00 332.367.740.090,00 0,60%

Rata-rata 0,41%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.14 Rasio Belanja Bagi Hasil terhadap Belanja Tidak Langsung

Dari tabel perhitungan belanja bagi hasil diatas dapat dilihat bahwa
setigp tahunnya rata-rata belanja bantuan sosial pemerintah Kota Bengkulu
sebesar 0,41%, dimana persentase dari tahun 2007-2010 dengan masing-masing
persentasenya sebesar 0,29%, 0,32%, 0,46%, 0,60%. Maka dari itu dapat dilihat
bahwa belanja tidak langsung yang dialokasikan pada belanja bantuan sosia
setiap tahunnya hanya sebesar 0,41% dari total belanjatidak langsung.

(e) Belanja Bantuan Keuangan

Tahun Bantuan Sosial Belanja Tidak Langsung | Rasio
(Rp) (Rp) (%)
2007 1.998.195.000,00 201.583.437.043,00 1%
2008 3.350.000.000,00 228.973.079.099,00 1,4%
2009 3.350.000.000,00 274.418.176.708,00 1,2%
2010 3.350.000.000,00 332.367.740.090,00 1%
Rata-rata 1,15%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.15 Rasio Belanja Bantuan keuangan terhadap total Belanja Tidak
Langsung
Daam perhitungan belanja bantuan keuangan diatas dapat dilihat,
bahwa belanja bantuan keuangan pada tahun 2007-2010 ratarata setiap
tahunnya sebesar 1,15%. Dimana pengal oaksian belanja bantuan keuangan yang

tertinggi pada tahun 2007-2010 yaitu pada tahun 2008 sebesar 1,4% dan

masing-masing persentasenya yaitu 1%,1,4%,1,2% dan 1%. Maka dari itu dapat
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dilihat bahwa pengalokasian belanja tidak langsung terhadap belanja bantuan
keuangan pada tahun 2007-2010 sebesar 1,5%.

(f) BelanjaTidak Terduga

Tahun Bantuan Sosial Belanja Tidak Langsung | Rasio
(Rp) (Rp) (%)
2007 1.480,000,000,00 201.583.437.043,00 0,73%
2008 631.000.000,00 228.973.079.099,00 0,27%
2009 772.110.000,00 274.418.176.708,00 0,28%
2010 25.000.000,00 332.367.740.090,00 0,007%
Rata-rata 0,32%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.16 Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Tidak
L angsung

Dari tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa belanja tidak terduga
rata-rata pertahunnya sebesar 0,32%, dimana pengalokasian belanja tidak
terduga tertinggi yaitu pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,73% dan paling rendah
diaokasikan yaitu pada tahun 2010 sebesar 0,007%. Masing-masing persentase
setigp tahunya yaitu sebesar 0,73% pada tahun 2007, 0,27% pada tahun 2008,
0,28% pada tahun 2009 dan 0,007% pada tahun 2010. Maka dapat dilihat secara
jelas bahwa belanja tidak langsung yang dia okasiakan ke belanja tidak terduga
pada tahun 2007-2010 dengan rata-rata sebesar 0,32%.

Dari tabel-tabel perhitungan keserasian belanja diatas dapat disimpulkan
bahwa dari tahun 2007-2010 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total
belanja tidak langsung belanja yang lebih besar yaitu belanja pegawa dengan
rata-rata setiap tahunnya sebesar 95,82%, sedangkan untuk belanja hibah pada
tahun 2008-2009 yaitu dengan rata- rata sebesar 1,32% dan untuk tahun 2007
pemerintah Kota Bengkulu tidak mengalokasikan belanja hibah. Untuk belanja

bantuan sosial setiap tahunnya pada tahun 2007-2010 dengan rata-rata sebesar

3,88% untuk beanja bagi hasil pada tahun 2007-2010 sebesar 0,41%, belanja
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bantuan keuangan setiap tahunnya pada tahun 2007-2010 yaitu dengan rata-rata
sebesar 1,15% dan untuk belanja tidak terduga pada taun 2007-2010 yaitu
dengan ratarata sebesar 0,32%. Ini menunjukan bahwa total belanja tidak
langsung dari APBD lebih besar diadokasikan pada belanja pegawal.
Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
bahwa Belanja Pegawai pada komponen Belanja Tidak Langsung dipergunakan
untuk membiayai ggi dan tunjangan, asuransi kesehatan dan tambahan
penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Untuk itu dapat terlihat bahwa Sebagian
besar dana yang dialokasikan dari total belanja tidak langsung sebesar 95,82%
dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, 1,32% diperuntunkan untuk
badan/lembaga/organisasi swasta serta belanja yg diperuntunkan bagi kelompok
dan masyarakat, 3,88% diperuntunkan untuk pemberian bantuan sosial untuk
kelompok kemasyarakatan dan bantuan bagi organisasi kemasyarakatan, 0,41%
diperuntunkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat material guna
menjalankan roda pemerintah Kota Bengkulu dan 1,15% diperuntunkan untuk
membiayai perangkat daerah yang memberikan pelayanan seperti pelayanan
kesehatan, perangkat kelurahan dan lain sebagainya, sedangkan 0,32% yaitu
belanjatidak terduga yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan
yang sulit diprediksi kejadiannya seperti bencana alam dan bencana sosial.
b. Analisis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal terhadap
total Belanja Langsung
Untuk mengetahui analisis keserasian belanja terhadap belanja langsung

Kota Bengkulu pada tahun 2007-2010 dapat dilihat pada tabel analisis rasio
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belanja pegawai, rasio belanja barang dan jasa dan rasio belanja modal pada
tabel-tabel berikut ini :

(@). Anadisis Belanja Pegawai

Tahun Belanja Pegawai Belanja Langsung Rasio
(Rp) (Rp) (%)

2007 217.119.008.842,00 379.478.947.161,00 57,21%

2008 25.176.594.296,00 210.875.775.520,00 11,93%

2009 28.314.983.150,00 226.579.707.692,00 12,49%

2010 26.614.265.991,00 211.088.614.191,00 12,60%

Rata-rata 23,55%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.17 Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja L angsung

Dari perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja pegawal dari
pengalokasian belanja langsung APBD pemerintah Kota Bengkulu terhadap
belanja pegawa setigp tahunnya dengan rata-rata 23,55%, dengan persentase
setiap tahunya yaitu sebesar 57,21% pada tahun 2007, 11,93% pada tahun 2008,
12,49% pada tahun 2009 dan 12,60% pada tahun 2010. Pengalokasian belanja
pegawal yang tertinggi dari tahun 2007-2010 yaitu pada tahun 2007 sebesar
57,21%. Maka dapat dilihat bahwa pengalokasian belanja langsung terhadap
belanja pegawai setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 23,55%.

(b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun Belanja Barang dan Belanja Langsung Rasio
Jasa
(Rp) (Rp) (%)
2007 88.877.014.567,00 379.478.947.161,00 23,42%
2008 82.966.392.541,00 210.875.775.520,00 39,34%
2009 88.622.379.801,00 226.579.707.692,00 39,11%
2010 80.891.608.767,00 211.088.614.191,00 38,32%
Rata-rata 35,04%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.18 Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap total Belanja

L angsung
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Dari tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian belanja
barang dan jasa setigp tahunnya dengan rata-rata 35,04%, dimana masing-
masing persentasenya yaitu sebesar 23,42% pada tahun 2007, 39,34% pada
tahun 2008, 39,11% pada tahun 2009 dan 38,32% pada tahun 2010. M aka dapat
dilihat pengalokasian belanja barang dan jasa setiap tahunnya dari tahun 2007-
2010 dengan rata-rata sebesar 35,04% dari total belanjalangsung.

(c) BelanjaModal

Tahun Belanja M odal Belanja Langsung Rasio
(Rp) (Rp) (%)

2007 104.237.307.206,00 379.478.947.161,00 27,46%

2008 41.099.000.000,00 210.875.775.520,00 19,48%

2009 109.642.344.741,00 226.579.707.692,00 48,39%

2010 103.582.739.433,00 211.088.614.191,00 49,07%

Rata-rata 36,10%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011
Tabel 4.19 Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja L angsung

Dari tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian belanja
modal setigp tahunnya rata-rata sebesar 36,10% dimana masing-masing
persentasenya yaitu 27,46% pada tahun 2007, 29,48% pada tahun 2009, 48,39%
pada tahun 2009 dan 49,07% pada tahun 2010. Pengaokasin belanja modal
tertinggi yaitu pada tahun 2009 sebesar 49,07% dan pengalokasian belanja
modal terendah yaitu di tahun 2008 sebesar 19,48%. Maka dapat dilihat
pengalokasian belanja modal terhadapa belanja langsung setiap tahunnya
sebesar 36,10%.

Dari tabel-tabel perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun
2007-2010 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja langsung
lebih besar diperuntukan pada belanja modal dibandingkan belanja pegawai dan
belanja barang dan jasa. Untuk belanja modal yaitu sebesar 36,10% yaitu
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dengan rata-rata tiap tahunnya sebesar 27,46%, 19,48%, 48,39%, 49,07% hanya
pada tahun 2008 belanja modal lebih kecil yaitu sebesar 19,48%. sedangkan
untuk belanja pegawa sebesar 23,55% dan belanja barang dan jasa yaitu
sebesar 35,04%. ini menunjukan bahwatotal belanjalangsung pada APBD Kota
Bengkulu lebih besar dialokasikan untuk pemenuhan barang- barang modal
yang dapat meningkatakan investas pemerintah daerah seperti, pengadaan
tanah, bangunan pemerintah, pemebelian peraatan/sarana dan prasarana,
pembangunan fasilitas umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan, irigas,
gedung pemerintah, peralatan kedokteran, penerangan jalan umum, taman kota,
rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Akan tetapi dapat terlihat juga bahwa
pengalokasian belanja langsung juga banyak diperuntunkan untuk belanja
barang dan jasa dengan rata-rata setipa tahunnya sebesar 35,04% dan selisih
setigp tahunnya dari belanja modal hanya 1%, Ini menunjukan bahwa total
belanja dari APBD Kota Bengkulu juga diarahkan pada pemenuhan sarana dan
prasarana, barang-barang yang akan menunjang kegiatan dalam menjaankan
fungsi pemerintahan.
. AnalisisBeélanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja
Untuk mengetahui perhitungan analisis belanja langsung dan belanja
tidak langsung terhadap total belanja pada APBD Kota Bengkulu Tahun 2007-

2010 maka dapat dilihat padatabel berikut ini :
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AnalisisBelanja Tidak Langsung dan Belanja L angsung terhadap

Total Belanja Pada Pemerintah Kota Bengkulu

Belanja Tidak Belanja Langsung Total Belanja Rasio
Tahun Langsung 0

(RP) (Rp) (Rp) (%)
2007 201.538.437.043,00 | 379.478.947.161,00 | 602,017,987,663,00 | 33,47% | 63,03%
2008 | 228.973.079.099,00 | 210.875.775.520,00 | 439.848.854.619,00 | 52,05% | 47,94%
2009 274.418.176.708,00 | 226.579.707.692,00 | 500.997.884.400,00 | 54,77% | 45,22%
2010 | 332.367.740.090,00 | 211.088.614.191,00 | 543.456.354.281,00 | 61,15% | 38,84%
Rata-rata 50,36% | 48,76%

Sumber :

LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011

Tabel 4.20 AnalisisBelanja Langsung dan Tidak L angsung terhadap total Belanja

Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2007-2010
sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak
langsung sehingga rasio belanja langsung relatif kecil dibandingkan rasio
belanja tidak langsung. Rasio belanja tidak langsung dengan rata-rata setiap
tahunnya sebesar 50,36% dengan persentase yaitu sebesar 33,47%, 52,05%,
54,77%, 61,15% sedangkan rasio belanja langsung dengan rata-rata sebesar
48,76% dengan persentase setigp tahunnya sebesar 63,03%, 47,94%, 45,22%,
38,84%. Dengan ratarata persentase tersebut menunjukan bahwa dari total
belanja lebih besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung kecuali pada
tahun 2007 pengaokasian belanja pemerintah Kota Bengkulu banyak
dialokasikan pada belanja langsung. Ini menujukan bahwa dari total belanja
lebih besar dialokasikan untuk belanja yang tidak tekait secara langsung dengan

pel aksanaan program dan kegiatan.

4) AnalisisEfesiensi Belanja Daerah

Untuk mengetahui perhitungan efisiensi belanja daerah pemerintah Kota

Bengkulu pada tahun 2007-2010 daat dilihat padatabel 4.17 berikut ini :
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Analisis Efisisens Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu

Tahun Anggaran Belanja Realisas Belanja Rasio
(Rp) (Rp) Efesiens

(%)
2007 649,086,273,466,00 602,017,987,663,00 92,74%
2008 480,574,171,588,67 439.848.854.619,00 91,52%
2009 494.671.488.190,00 500.997.884.400,00 101,2%
2010 510.730.454.440,00 543.456.354.281,00 106,4%

Sumber : LKPJ Kota Bengkulu (Diolah)2011s
Tabel 4.21 Analisis Efesiensi Belanja Daerah

Dari tabel perhitungan diatas terlihat bahwa pemerintah Kota Bengkulu telah
melakukan efisiensi belanja yang dapat dilihat pada tahun 2007-2008 berada di bawah
100% dengan persentase pada tahun 2007 sebesar 92,74% dan tahun 2008 sebesar
91,52% akan tetapi pada tahun 2009-2010 berada diatas 100% dengan persentase yaitu
101,2% pada tahun 2009 dan 106,4% untuk tahun 2010. Ini menunjukan bahwa kinerja
pemerintah Kota Bengkulu kurang baik karena pada tahun 2009-2010 kinera pemerintah
Kota Bengkulu mengalami kemunduran yang menunjukan bahwa rasio efisiensi
bel anjanya berada diatas 100%.

4.3 Pembahasan

Kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kota
Bengkulu dilihat dari sisi kinerja pendapatannya pada tahun 2007-2010 dikatakan baik.
Hal ini dapat ditunjukan dengan terlampauinya target anggaran pendapatan dari tahun
2007-2010 yang mana rataratanya mencapai 100%. Apabila dilihat dari sis
pertumbuhan pendapatan asli daerahnya  kinerja anggaran pada pertumbuhan
pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bengkulu tahun 2007-2010 cukup baik, hal ini
ditunjukan dari rata-rata pertumbuhan PAD yaitu sebesar 13%. Akan tetapi apabila
dilihat dari redlisasi anggaran pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2010 total

pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah Kota Bengkulu hanya sebesar
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Rp26.677.744.840,91 dari total pendapatan daerah yaitu sebesar Rp535.671.774.733,62.
Hal ini menunjukan bahwa pendapatan asli daerah Kota Bengkulu bisa dikatakan masih
sangat kecil dimana hal itu disebabakan tidak ada peningkatan secara signifikan dalam
hal meningkatkan PAD baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan
potensi-potensi pendapatan yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan
asli daerahnya.

Apabila dilihat dari sisi kemandirian keuangan daerah, pemerintah Kota
Bengkulu masih bergantung atas sumber dana baik dari pemerintah pusat/Provinsi
maupun pinjaman. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah
yang menunjukan rata-rata tiap tahunnya dari tahun 2007-2010 yaitu sebesar 5,83 %.
Dengan itu dapat dilihat pada rasio kemandirian keuangan pemerintah Kota Bengkulu,
dalam mengembangankan roda pemerintahannya masih sangat bergantung pada
pemerintah pusat/Provinsi. Sedangkan dalam tingkat efektifitas pajak daerah pemerintah
Kota Bengkulu cukup efektif dalam merealisasikan pgjak daerah yang direncanakan
dengan rata-rata rasio efektifitas pajak daerah yaitu sebesar 73,33% setiap tahunnya.
Apabila kinerja APBD dilihat pada rasio dergjat kontribuss BUMD, perusahaan daerah
hanya mampu memberikan kontribusi pada PAD Kota Bengkulu hanya sebesar 4.85%
dari penerimaan PAD dan dilihat pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) kepala daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu memberikan
kontribuss PAD hanya Bank Bengkulu. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya
kewenangan pemerintah Kota Bengkulu untuk dapat mengel ola sumber pendapatan lain
yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat atau pun Provinsi.

Sedangkan apabila dilihat dari analisis varians (selisih) belanja pada pemerintah
Kota Bengkulu pada tahun 2007-2010 dapat dikatakan kurang baik karena di tahun
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2009-2010 realisas belanja yang dianggarkan melebihi dari yang dianggarkan dimana
persentasenya yaitu pada tahun 2009 sebesar 101,2% dan ditahun 2010 sebesar 106,4%
sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kinerja pemerintah daerah
dinilai baik apabilarealisasi belanjalebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal
itu mengidentifikasi adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Apabila dilihat dari sisi
pertumbuhan belanja pemerintah Kota Bengkulu menunjukan pertumbuhan yang positif
wal aupun pertumbuhan belanja setiap tahunnya mengalami fluktuasi.

Kemudian dilihat pada analisis keserasian belanja dapat dilihat pada belanja
tidak langsung sebagian besar dana dialokasikan pada belanja pegawa dengan rata-rata
setiap tahunnya sebesar 95,82%, dapat dilihat bahwa belanja tidak langsung sebagian
besar diperuntukan untuk belanja pegawai yang meliputi pembayaran ggji dan
tunjangan, biaya asurans kesehatan dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.
Sedangakan untuk belanja tidak langsung yang lainnya seperti, belanja hibah, belanja
bantuan keuangan, belanja bantuan sosial,belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga
hanya 5% untuk rata-rata setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari sisi belanja langsung pemerintah Kota Bengkulu, sebagian
besar dialokasi kepada belanja barang dan jasa dan belanja modal dimana selisih setiap
tahunya hanya 1%. Hal tersebut menunjukan bahwa sebagian besar dana diarahkan pada
pemenuhan sarana dan prasarana, barang-barang yang akan menunjang kegiatan dalam
menjalankan fungsi pemerintahan dan apabila dilihat pada total belanja setiap tahunnya
dengan rata-rata persentase yang ditunjukan pada tabel analisis rasio belanja langsung
dan tidak langsung terhadap total belanja menunjukan bahwa dari total belanja lebih
besar dialokasikan untuk belanjatidak langsung kecuali pada tahun 2007 pengalokasian

belanja pemerintah Kota Bengkulu banyak dialokasikan pada belanja langsung. Ini
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menujukan bahwa dari total belanja setiap tahunnya kecuali pada tahun 2007, bahwa
pengalokasian belanja lebih besar dialokasikan untuk belanja yang tidak tekait secara
langsung dengan pel aksanaan program dan kegiatan.

Terakhir adalah tingkat efektifitas belanja menunjukan bahwa Kkinerja
pemerintah Kota Bengkulu kurang baik pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2009-
2010. Karena kinerja pemerintah Kota Bengkulu mengalami kemunduran yang
menunjukan bahwa pada tahun 2009-2010 bahwa rasio efisiensi belanjanya berada

diatas 100%.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan :

1. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Bengkulu dilihat analisis varians, secara
umum dapat dikatakan baik karena terlampauinya target anggaran pendapatan dari
tahun 2007-2010 yang mana rata-ratanya mencapai 100%.

2. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Bengkulu dilihat dari analisis pertumbuhan
pendapatan Kota Bengkulu tahun 2007-2010 cukup baik. Hal ini ditunjukan dari
rata-rata pertumbuhan Pendapatan dan PAD yang positif yaitu 13% dan 11,66%
Pertumbuahan Pendapatan dan PAD cenderung mengalami penurunan, sementara
itu pertumbuhan pendapatan cenderung fluktuatif.

3. Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukan bahwa dergjat
desentralisasi Kota Bengkulu dapat dikatakan rendah dengan rata-rata pada tahun
2007-2010 yaitu 5,11%,. Kemandirian Keuangan Kota Bengkulu masih sangat
rendah dan mempunyai kecenderungan berfluktuatif rata-rata rasio kemandirian
yaitu hanya 5,83%. Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup efektif dalam merealisasikan pajak
daerah yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektifitas pajak daerah yaitu
73,33%. Sedangkan untuk dergjat kontribuss BUMD menunjukan bahwa
perusahaan daerah mampu memberikan kontribusi bagi PAD Kota Bengkulu hanya

sebesar 4.85%.
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4. Kinerja belanja pemerintah Kota Bengkulu dilihat dari analisis varians secara
umum kinerjanya dapat dikatakan kurang baik ditahun 2009-2010 karena di tahun
2009-2010 realisasi belanja melebihi yang dianggarkan persentasenya yaitu pada
tahun 2009 sebesar 101,2% dan ditahun 2010 sebesar 106,4% sedangkan ditahun
2007-2008 secara umum kinerjanya dapat dikatakan baik karena redlisas
belanjanyatidak melebihi yang dianggarkan yaitu sebesar 92,74% dan 91,52%.

5. Pertumbuhan belanja Kota Bengkulu menunjukan pertumbuhan yang positif dengan
rata-rata 14,17%, hanya saja pada tahun 2008 pertumbuhan belanjanya negatif yaitu
sebesar -26,93% dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif.

6. Anaisis keserasian belanja dilihat dari belanja tidak langsung ditahun 2007-2010
dialokasikan pada belanja pegawai sebesar 95,82%, selanjutnya untuk belanja hibah
sebesar 1,32%, belanja bantuan sosial sebesar 3,88%, belanja bagi hasil sebesar
0,41%, belanja bantuan keuangan sebesar 1,15% dan belanja tidak terduga sebesar
0,32%. Untuk belanja tidak langsung dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
belanja tidak langsung dialokasikan pada belanja pegawai. Sedangkan apabila
dilihat belanja langsung ditahun 2007-2010 untuk belanja pegawai sebesar 23,55%,
belanja barang dan jasa sebesar 35,04%, dan belanja modal sebesar 36,10%. Untuk
belanja langsung juga dapat disimpulkan bahwa pengalokasian belanja barang dan
jasa dan belanja modal berimbang hanya selisih 1%. Dan apabila dilihat dari sisi
total belanjanya Rasio belanja tidak langsung dengan rata-rata setiap tahunnya
sebesar 50,36% dan rasio belanja langsungnya sebesar 48,76%, dapat disimpulkan
bahwa total belanja di tahun 2007-2010 lebih besar dialokasikan pada belanja tidak

langsung. Hal tersebut menujukan bahwa dari total belanja lebih besar dialokasikan
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untuk belanja yang tidak tekait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

7. Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu apabila dilihat dari efisiensi belanja dapat
dikatakan kurang baik ditahun 2009-2010 karena efisiensi belanja berada diatas
100% Akan tetapi efisiensi belanja ditahun 2007-2008 dapat dikatakan baik dimana

efisiensi belanjanya berada dibawah 100%.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan dari berbagai faktor, antaralain :
1. Periode Pendlitian ini hanya terbatas untuk tahun 2007-2010 karena terbatasnya
data untuk tahun sebelumnya.
2. Penditian ini hanya dilakukan pada salah satu kota di Bengkulu yaitu Kota

Bengkulu

5.3 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran sebagai
berikut :
1. Bagi Pemerintah Kota Bengkulu
1) Pemerintah Kota Bengkulu perlu lebih berusaha untuk dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melaui penggalian potensi-potensi baru daerah
dan pengembangan potensi.
2) Pemerintah Kota Bengkulu untuk dapat meningkatkan kinerjanya hendaknya
tidak hanya berfokus dalam meningkatkan PAD sgja dengan penetapan tarif

pajak atau retribusi yang dapat membebankan masyarakat. Pemerintah
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seharusnya dapat meningkatkan investasi dengan memberikan insentif bagi
investor yang akan menginvestasikan modalnya ke Kota Bengkulu seperti
dengan memberikan keamanan dalam berinvestasi, bunga yang lebih tinggi,
dan lain sebagainya. Dengan meningkatkan investass maka dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana jika pertumbuhan ekonomi
meningkat PAD juga meningkat.
2. Bagi Pendliti Selanjutnya

Hendaknya bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian

agar andlisis terhadap kinerja dapat lebuh baik lagi. Pendliti selanjutnya juga

disarankan untuk menambah rrasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis

Kinerja pemerintah daerah.
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LAMPIRAN 4

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2010

Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2010
No | Uraian T("gg)et Pendapatan | Realisasi (Rp) (%)
p
1 2 3 5 6
1 PENDAPATAN 468.559.066.557,39 535.671.774.733,62 98,21
PENDAPATAN ASLI | 41.499.566.156,39 26.677.744.840,91 64,23
DAERAH
2 DANA PERIMBANGAN 404.950.805.453,20 | 407.308.335.744,00 101,25
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN | 22.108.694.947,80 101.685.694.148,71 100,07
YANG SAH
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2010
. Pendapatan
No. | Uraian Target Realisasi %
1 2 3 4 5
A PENDAPATAN 545.397.764.555,15 535.671.774.733,62 98,21
1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH
1. Hasil Pajak Daerah 19.642.011.119,35 13.059.413.641,00 66,48
2. Hasil Retribusi Daerah 12.074.652.318,65 6.625.137.643,00 54,86
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 1.422.582.365,59 1.422.582.365,59 100
Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 8.394.560.218,56 5.570.611.191,32 6,79
yang Sah
Rincian Dana Perimbangan Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2010
. Pendapatan
No Uraian Target Realisasi %0
1 2 3 4 5
4.2 DANA PERIMBANGAN 402.250.805.453,20 | 407.308.335.744,00 | 101,25
4.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan | 25.424.293.453,20 30.481.823.744,00 119,89
Pajak
4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 24.792.733.453,20 29.412.763.727,00 118,63
4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber 631.560.000,00 1.069.060.017,00 169,27
Daya Alam
4.2.2 Dana Alokasi Umum 351.461.812.000,00 | 351.461.812.000,00 | 100
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 25.364.700.000,00 25.364.700.000,00 100




Komposisi Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Tahun Anggaran 2010

3‘:.3 iAIN—LAIN PENDAPATAN  YANG i01.613.153.079,80 201.685.694.148,71 501,07
4.3.1 EQ:dapatan Hibah - - -
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi | 15.508.694.947,80 15.189.661.016,71 97,94
dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.4 Dana Penyesuaian Fiskal 86.104.458.132,00 86.496.033.132,00 100,45
Belanja Tidak Langsung Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2010
5.1.1 | Belanja Pegawai 294.801.937.450 | 342.141.520.021 | 105,83
5.1.4 | Belanja Hibah 5.050.000.000 7.687.850.000 110,22
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial 6.608.966.250 6.595.036.060 92,12
5.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada 50.000.000 50.000.000 100
Propinsi/Kabupaten/Kota/Kelurahan
5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada 3.350.000.000 2.512.500.000 75
Propinsi/Kabupaten/Kota/Kelurahan
5.1.8 | Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 25.000.000 8,33
Gambaran Rencana dan Realisasi Belanja Langsung
APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
5.2 BELANJA LANGSUNG 199.869.550.740 229.263.532.592 | 342.141.520.021 97,26
5.2.1 Belanja Pegawai 29.469.235.300 28.517.370.606 26.614.265.991 93,3
5.2.2 Belanja Barang & Jasa 93.820.110.270 85.634.765.944 80.891.608.767 94,46
5.2.3 Belanja Modal 76.580.205.170 115.111.396.042 103.582.739.433 89,98




LAMPIRAN 3

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009

Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2009
No || wisten ISVG)JEt Feludklpel el Realisasi (Rp) (%)
p
1 2 3 5 6
4 PENDAPATAN 470.929.918.128,79 475.925.786.169,03 96,89
4.1 PENDAPATAN ASLI 34.067.971.796,99 27.506.824.315,11 79,54
DAERAH
4.2 DANA PERIMBANGAN 420.253.251.384,00 407.991.024.497,00 97,08
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 16.608.694.947,80 39.888.042.352,92 109,80
YANG SAH
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2009
_ Pendapatan
No. | Uraian
Target Realisasi %
1 2 3 4 5
A PENDAPATAN 491.162.327.128,79 475.925.786.169,03 96,89
1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH
1. Hasil Pajak Daerah 17.218.310.000,00 13.459.962.700,00 78,17
2. Hasil Retribusi Daerah 9.212.242.865,00 6.488.304.157,00 70,43
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 1.156.952.083,19 1.610.749.636,99 139,22
Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 6.995.466.848,80 5.947.807.820,22 85,02
yang Sah
Rincian Dana Perimbangan Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2009
Pendapatan
No Uraian —
Target Realisasi %
1 2 3 4 5
4.2 DANA PERIMBANGAN 420.253.251.384,00 | 407.991.024.497,00 97,08
4.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan 26.785.041.384,00 24.528.865.497,00 91,58
Pajak
4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 26.153.481.384,00 23.868.796.446,00 91,26
4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber 631.560.000,00 660.069.051,00 104,51
Daya Alam
4.2.2 Dana Alokasi Umum 350.293.210.000,00 | 340.287.159.000,00 97,14
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 43.175.000.000,00 43.175.000.000,00 100




Komposisi Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Tahun Anggaran 2009

1 2 3 4 5

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 36.326.103.947,00 | 39.888.042.352,92 109,81
SAH

4.3.1 Pendapatan Hibah 24.217.409.000,00 28.016.834.000,00 115,69

4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 12.108.694.947,80 11.871.208.352,92 98,04
dan Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Tidak Langsung Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2009

51 Belanja Tidak Langsung 293.987.974.276,79 274.418.176.708,00 93,34
5.1.1 Belanja Pegawai 274.403.874.276,79 255.807.162.858,00 93,22
5.1.4 Belanja Hibah 7.904.100.000,00 7.681.550.000,00 97,18
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.280.000.000,00 6.794.518250,00 93,33
5.1.6 Belanja Bagi Hasil 50.000.000,00 12.835.600,00 25,67
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 3.350.000.000,00 3.350.000.000,00 100
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 772.110.000,00 77,21

Gambaran Rencana dan Realisasi Belanja Langsung
APBD Kota Bengkulu Tahun 2009

5.2 BELANJA LANGSUNG 240.410.352.852,00 | 226.579.707.692,00 94,24
5.2.1 Belanja Pegawai 30.481.791.300,00 28.314.983.150,00 92,89
5.2.2 Belanja Barang & Jasa 94.386.481.319,00 88.622.379.801,00 93,89
5.2.3 Belanja Modal 115.542.080.233,00 109.642.344.741,00 94,89




LAMPIRAN 2

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2008

Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2008
No A Target Pendapatan malfesi 9
(Rp)
2 3 y
4 PENDAPATAN 450.130.260.146,48 453.148.713.342,98
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 29.979.202.000,00 24.569.407.547,99
4.2 DANA PERIMBANGAN 401.389.048.906,48 402.440.696.444,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 18.762.009.240,00 26.138.609.350,99
YANG SAH
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2008
. Pendapatan
No. | Uraian
Target Realisasi %
1 2 3 4 5
A PENDAPATAN 450.130.260.146,48 453.148.713.342,98 100,67
1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 29.979.202.000,00 24.569.407.547,99 81,95
1. Hasil Pajak Daerah 17.018.310.000,00 9.707.984.945,00 54,04
2. Hasil Retribusi Daerah 7.372.098.282,00 5.684.603.664,00 77,11
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 750.000.000,00 901.952.083,19 120,26
Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 4.838.793.718,00 8.274.866.855,80 171,01
yang Sah
Rincian Dana Perimbangan Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2008
Pendapatan
No. Uraian
Target Realisasi %
1 2 3 4 5
4.2 DANA PERIMBANGAN 401.389.048.906,48 | 402.440.696.444,00 100,26
4.2.1 Bagi Hasil Pajak /7 Bagi Hasil Bukan 24.961.955.906,48 26.013.603.444,00 104,21
Pajak
4.2.2 Dana Alokasi Umum 335.328.039.000,00 | 335.328.039.000,00 97,14
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 41.099.000.000,00 41.099.000.000,00 100,00




Komposisi Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
Tahun Anggaran 2008

1 2 3 4 5
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 18.762.009.240,00 | 26.138.609.350,99 109,81
SAH

Belanja Tidak Langsung Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2008

51 Belanja Tidak Langsung 245.348.829.510,13 228.973.079.099,00 93,33
5.1.1 Belanja Pegawai 233.883.242.533,00 218.450.383.899,00 93,40
514 Belanja Hibah 1.035.000.000,00 1.034.932.500,00 99,99
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.530.039.835,13 5.499.273.500,00 99,44
5.1.6 Belanja Bagi Hasil 50.000.000,00 7.489.200,00 14,98
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 3.350.000.000,00 3.350.000.000,00 100,00
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.500.547.142,00 631.000.000,00 42,05
Gambaran Rencana dan Realisasi Belanja Langsung
APBD Kota Bengkulu Tahun 2008
52 BELANJA LANGSUNG 235.225.342.078,00 | 210.875.775.520,00 89,65
5.2.1 Belanja Pegawai 29.283.856.300,00 25.176.594.296,00 85,97
5.2.2 Belanja Barang & Jasa 93.760.884.606,00 82.966.392.541,00 88,49
5.2.3 Belanja Modal 112.180.601.172,54 102.732.788.683,00 91,58




LAMPIRAN 1

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2007

Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2007
No A Target Pendapatan malfesi 9
(Rp)
2 3 y

4 PENDAPATAN 401.294.783.304,00 413.102.687.802,00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.343.370.000,00 22.343.370.000,00

4.2 DANA PERIMBANGAN 371.751.413.304,00 371.751.413.304,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 7.200.000.000,00 19.007.904.498,00

YANG SAH
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2007
. Pendapatan
No. | Uraian
Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 9.125.000.000,00 8.635.468.761,00 94,64
2. Hasil Retribusi Daerah 8.094.870.000,00 5.906.041.000,00 72,96
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 275.000.000,00 794.367.100,15 288,86
Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 4.848.500.000,00 2.063.608.795,00 42,56
yang Sah

Rincian Dana Perimbangan Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2007

_ Pendapatan
No. Uraian —
Target Realisasi
1 2 3 4
4.2 DANA PERIMBANGAN 371.751.413.304,00 367.758.609.348,00
4.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan 24.963.413.304,00 20.970.609.348,00
Pajak
4.2.2 Dana Alokasi Umum 311.197.000.000,00 311.197.000.000,00
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 35.591.000.000,00 35.591.000.000,00




Belanja Tidak Langsung Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2007

51 Belanja Tidak Langsung 238.852.942.842,00 222.539.040.502,00 93,17
511 Belanja Pegawai 217.119.008.842,00 201.538.437.043,00 96,47
5.15 Belanja Bantuan Sosial 18.105.934.000,00 17.516.430.850,00 96,74
5.1.6 Belanja Bagi Hasil 50.000.000,00 5.977.600,00 11,95
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 2.078.000.000,00 1.998.195.000,00 96,15
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 1.480.000.000,00 98,66
Gambaran Rencana dan Realisasi Belanja Langsung
APBD Kota Bengkulu Tahun 2007
5.2 BELANJA LANGSUNG 410.233.330.624,00 379.478.947.161,00
5.2.1 Belanja Pegawai 217.119.008.842,00 201.538.437.043,00
5.2.2 Belanja Barang & Jasa 88.877.014.576,00 80.675.887.697,00
5.2.3 Belanja Modal 104.237.307.206,00 97.264.622.421,00
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